
 

BUPATI TOLITOLI 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
 

PERATURAN BUPATI  TOLITOLI 
NOMOR 8 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI 

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN 

DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA 
PERUBAHAN KEPADA CAMAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TOLITOLI, 

 

Menimbang  a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang efektif dan efisien dan sebagai 

tindak lanjut dari Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang 

Bupati Kepada Camat dalam evaluasi rancangan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 
Kepada Camat. 
 

Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

 
 
 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717). 

 
 

memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2091); 
 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2093); 
 

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 
 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 

KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA 

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
PERUBAHAN KEPADA CAMAT 

 
 
 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom; 

4. Bupati adalah Bupati Tolitoli; 

5. Camat adalah Kepala OPD Kecamatan di Kabupaten Tolitoli; 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

8. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa,Peraturan 
Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. 

9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 
10. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa 

untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau 
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 
 

 

BAB II 
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI 

 
Bagian Kesatu 
Pelaksanaan 

 
Pasal 2 

 
Bupati mendelegasikan wewenang dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan 

kepada Camat. 
 

Pasal 3 

 
(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan yang telah didelegasikan oleh 
Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi. 
 

(2) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli. 



 

Pasal 4 
 

Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa Perubahan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini. 

 
 

 

Bagian Kedua 
Penarikan 

 
Pasal 5 

 

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa Perubahan kepada Camat. 

 
(2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan 
kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

 
 

BAB III 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 6 
 

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa 

tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan 
kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tolitoli. 
 

 

 
BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN 

 
Pasal 7 

 
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat. 

 
(2) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 

membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

 

 
 
 

  



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. 

 
 

 
 

Ditetapkan di Tolitoli 

pada tanggal 24 Mei 2017 
 
BUPATI TOLITOLI, 

 
         TTD 

 
MOH. SALEH BANTILAN 

 

Diundangkan di Tolitoli 
pada tanggal 24 Mei 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, 

 

 TTD 
 
MUKADDIS SYAMSUDDIN 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2017 NOMOR 176 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 
 
SUARDI M. SAID, SH 

Nip. 19601030 199301 1 001 
    


